ABSTRAK

Tsakila Malahayati (1203050168): Tinjauan Yuridis Terhadap Pengajuan
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Oleh
Nasabah Terhadap Pt Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan 389/Pdt.Sus-
Pkpu/2020/Pn.Jktpst Juncto Putusan Mahkamah Agung 647 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021)

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi sering terjadi di Indonesia. Saat
perusahaan asuransi gagal membayar klaim polis yang sudah jatuh tempo, maka
dapat dilakukan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU).
PKPU merupakan salah satu solusi saat suatu bisnis terbelit dalam masalah utang
piutang tak terkecuali dalam masalah peruasuransian. Putusan 389/Pdt.Sus-
Pkpu/2020/Pn.Jktpst yang mengabulkan permohonan PKPU menjadi kontroversial
dikarenakan bertentangan dengan Pasal 223 ayat (3) UUK-PKPU, sehingga
Nasabah lain mengajukan Kasasi dikabulkannya kasasi dengan Putusan MA 647
K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang membatalkan putusan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan
hukum pemohon dalam Putusan 389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Jktpst mengenai
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada termohon perusahaan
asuransi. Kemudian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap
Nasabah perusahaan asuransi pasca putusan Mahkamah Agung 647 K/Pdt.Sus-
Pailit/2021.

Penelitian ini menggunakan teori kedudukan hukum yang menjelaskan
mengenai seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena
itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau
sengketa atau perkara. Selanjutnya dalam penelitian ini juga memakai teori
perlindungan hukum yang menjelaskan mengenai hak-hak subjek hukum melalui
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode
deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber penelitian ini
mencakup bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2014, Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2011 juncto
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai regulasi yang digunakan pada
penelitian ini, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian
ini yaitu data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemohon dalam Putusan
389/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Jktpst tidak memiliki kedudukan hukum dikarenakan
tidak sesuai dengan Pasal 223 ayat 3 UU KPKPU juncto Pasal 55 ayat (1) UU OJK.
Pasca dikabulknnya Putusan Mahkamah Agung 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 maka
perlindungan hukum bagi Nasabah dapat berupa perlindungan preventif dan
represif.
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